
BUPATI LAMPUNG UTARA
PHOVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 3Z TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Sistem Nasional Ilmu Pengatuan dan Teknologi, bahwa Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan melalui Sistem

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan dan

satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78

Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tugas

Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk melaksanakan kebijakan,
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian,
pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan

inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan

melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan

penajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai

landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala

bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahun Dan
Teknologi Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2029.

Menimbang : a.



UtidsngUndang Nomor 2ft T«hun 1950 tentang Prnetapan
Undsng-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1056 (Lemlxuan Negara
Republik Indonesia Tahun 1056 Nomor 55), Undang- Undang

Darurat Nomor 5 Tahun 1056 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 7) tentang Pcmbentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



UndsngUndang Nomor I Tshun 2022 feutang Huhungon

krunngfln Antuni Prmrrintsh Pusaf dsn IVmerintahsn ftaernh
(Lrmbaran Nrgnm Kepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 ,

Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nomor 6757),

7. IVraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 trntang Prrangkaf

Dacrah (Lnnbaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Ix*mbnran Neg;ira Kepublik Indonesia Nomor

5888, sebagaimann tclab dfubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Kepublik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negaa Republik
Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

9- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset

dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 192);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5
Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun

2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125);

13. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara
Lampung Utara Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 18).



V" MF.MUTUAKAN
' pFKATUKAN BUPATI TKNTANO RKNL'ANA INDUK DAN PT.TA JALAN

PKMAJUAN ILMU PtffOBTAHUN DAN TKKNCM/X1I DAKKAII
KAI3UPATKN LAMPUNO UTARA TAHUN '10J!, Jim

pHfMlI I

Dnlam Prraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Kabupatrn l^unpung Ulara.
2. Pemcrintnh Dacrah adalah Pcrncrinlah Knhupalcn l>«mpung Utarn

3. Bupati adalah Bupati Lnmpung Uiara ,

4. Percncanaan pembangunan dacrah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yangada dalam jangka

waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi di Daerah merupakan dokumen pcrencanaan
pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif

memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan

Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan

daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah merupakan dokumen perencanaan

pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima)

tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD

adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah
yang digunakan oleh Pj. Kepala Daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 - 2029
disusun berdasarkan:



* Rmcan* induk dan pel* |nUn pem<n )uAn ilmu p*ngetnhu*»n d« n
teknologi di dnetflh dimi'tin bmkMtfhM program prtnrtm

Ombangutwin tang tfftantum d«l«m RPD dun Ranwal RPJPD untuk

dipercepat rnpatan large! programny«
b. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi di daerah Ircnlaaarkan haail koordinaai. ainergi, dan

hatmomsasi dengnn Pcrangkat Daerah dan Pemangku Kepentmgan ,

c. isu -isu slratcgia yang berkembang;

d. krbijakan nasional; dan

e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 - 2029

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

(1) BAB I PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI

DAERAH;

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DAERAH;

BAB IV ANALISIS KESENJANGAN;

BAB V STARTEGI RISET DAN INOVASI DAERAH;

BAB VI PETA JALAN KAJIAN KEBIJAKAN RISET DAN INOVASI DI

DAERAH
BAB VII PROGRAM INDIKATIF
BAB VIII PENUTUP

(2) Uraian dari sistematika Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
(1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi di daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan
Inovasi di daerah;

(2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan;

(3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (evidence-

based policy); dan



1». IVagram ilnn latgct tnhunnn p*‘ngrtnhnngnn produk unggulnn
tnclalui pi'ngcmbnngnn Kkimiatcm Hinot dan Inovnal <11 Dncrnh.

Paaal 5
FVraturan Bupati Ini mulai bcrlaku piuln tanggal diundangkan.
Agar actiap orntig tncngctahuinya, memrrintahkan pengundangan
Pcmturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Utara.

Ditctripkan di Kotabumi
pada tanggal fftjvf\\
Pj. BUPAT1 LA

2024

lllPUNG UTARA,

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal|(? ^d\\ 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 33


